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Abstrak: Pengembangan Pariwisata Melalui Collaborative governance di Kabupaten
Magelang. Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar yang dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara cepat. Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang
perlu untuk dikembangkan termasuk di Magelang. Collaborative governance menjadi topik
yang semakin penting dalam pengembangan pariwisata. Tujuan penelitian ini untuk
mengidentifikasi proses dan factor keberhasilan collaborative governance dalam
pengembangan pariwisata. Metode penelitian menggunakan studi literatur dan dianalisis
dengan analsisis content. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa collaborative
governance terselenggara dengan melihat aspek kepercayaan, komitmen, kepemimpinan,
dan kelembagaan. Kepercayaan antar pihak terkait menjadi awal terbentuknya komitmen
untuk melaksanakan kerjasama. Kepemimpinan diperlukan dalam proses kolaborasi.
Collaborative governance diwujudkan dengan kelembagaan dalam pengelolaan pariwisata.
Keberhasilan collaborative governance sangat dipengaruhi oleh regulasi, pemetaan dan
peran stakeholder, serta komunikasi yang terjalin. Regulasi akan memudahkan penentuan
stakeholder beserta perannya dan menciptakan komunikasi yang baik antar stakeholder.
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Abstract: Tourism Development Through Collaborative governance in Magelang
Regency. Tourism is one of the largest sectors that can increase economic growth rapidly.
Tourism is one of the potential sectors that need to be developed, including in Magelang.
Collaborative governance is becoming an increasingly important topic in tourism
development. The purpose of this study is to identify the processes and success factors of
collaborative governance in tourism development. The research method uses literature
study and analyzed by content analysis. The findings in the study indicate that collaborative
governance is implemented by looking at aspects of trust, commitment, leadership, and
institutions. Trust between related parties is the beginning of the formation of a
commitment to carry out cooperation. Leadership is needed in the collaborative process.
Collaborative governance is realized through institutions in tourism management. The
success of collaborative governance is strongly influenced by regulations, mapping and
stakeholder roles, as well as communication. Regulations will facilitate the determination
of stakeholder and their roles and create good communication between stakeholder.
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PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar yang dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara cepat. Pariwisata dapat memberikan pemasukan untuk negara,
terlebih kepada pemerintah daerah. Akhir-akhir ini pariwisata menjadi kunci terhadap
pertumbuhan global dan pengembangan maupun penciptaan lapangan pekerjaan. Potensi
pariwisata yang dimiliki setiap daerah cukup beragam dari wisata alam, wisata budaya,
wisata buatan, dan sebagainya. Keberagaman potensi yang dimiliki daerah sehingga masing-
masing daerah memiliki potensi wisata yang dapat digali serta dikelola dan dikembangkan
untuk pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang perlu untuk dikembangkan.
Pariwisata berpotensi menciptakan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi,
mengurangi kemiskinan serta menciptakan hubungan timbal balik dengan sektor lainnya
terutama sektor penyedia jasa (lain T. Christie & D. Elizabeth Crompton., 2003). Sehingga
dapat menunjukkan bahwa masing-masing daerah mempunyai berbagai potensi pariwisata
yang dapat digali dan dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana
hiburan serta terciptanya lapangan kerja masyarakat sekitar. Pariwisata dapat menyumbang
penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, serta
devisa dari kunjungan wisatawan asing. Pariwisata juga dapat menumbuhkan perekonomian
lokal sekitar destinasi wisata sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Pariwisata adalah sektor yang secara signifikan berdampak terhadap peningkatan
perekonomian dan kesejahteraan (Iman Pribadi et al., 2021).

Pengembangan pariwisata ideal saat ini mengacu kepada Undang-Undang
Kepariwisataan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan
rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan
dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta
tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, dan mempererat persahabatan antar
bangsa (Indonesia, 2009). Pengembangan pariwisata yang diharapkan sesuai dengan
undang-undang pariwisata yang mengacu pada konsep pariwisata berkelanjutan.

Collaborative governance menjadi topik yang semakin penting termasuk dalam
pengembangan pariwisata. Pariwisata sangat dipengaruhi salah satunya oleh destinasi
wisata. Collaborative governance menjadi topik yang semakin penting, termasuk dalam tata
kelola destinasi wisata. menjadi tergantung dari kegiatan wisata yang akan dibangun
(Borges et al., 2014; Pechlaner et al., 2010; Volgger & Pechlaner, 2015). Terdapat berbagai
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pengaturan dalam prinsip-prinsip untuk tata kelola pariwisata (Stoffelen et al., 2017). Secara
kelembagaan, telah dilakukan penelitian terhadap peran pemerintah dalam rangka kinerja
ekonomi (Al-Najjar, 2014; Volgger & Pechlaner, 2014). Akan tetapi akhir-akhir ini
perhatian terhadap aspek social dan lingkungan cukup meningkat (Bichler, 2021; Erkus-
Oztirk & Eraydin, 2010). Tata kelola pariwisata mengharuskan adanya adopsi pemahaman
secara menyeluruh terkait faktor sosial yaitu partisipasi masyarakat dan kolaborasi antara
pemangku kepentingan (Bichler, 2021; Nelson, 1998). Pada tingkat organisasi, secara
signifikan jaringan actor berpengaruh terhadap tata kelola pariwisata (Baggio & Cooper,
2010; Beaumont & Dredge, 2010; van der Zee et al., 2017). Selain itu kolaborasi dan
kerjasama menjadi aspek yang penting dalam mewujudkan tujuan pariwisata (Keyim, 2018).

Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Baru-baru ini sebagai
solusi untuk aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam tata kelola pariwisata yaitu
pariwisata berkelanjutan (Alfiandri et al., 2021; Duadji & Tresiana, 2020; Robertson, 2011,
Roxas et al., 2020). Proses kolaborasi pada sektor pariwisata telah diteliti tetapi mengabaikan
faktor-faktor yang mendasarinya (Keyim, 2016; Selin, 2017). Sektor pariwisata merupakan
salah satu sektor yang sedang gencar untuk dikembangkan oleh berbagai daerah. Kabupaten
Magelang merupakan salah satu kabupaten yang mengembangkan pariwisata dengan
didukung adanya situs warisan cagar budaya dunia beserta destinasi pendukung di
sekitarnya. Pengembangan pariwisata perlu dilakukan oleh untuk dapat meningkatkan
perekonomian baik daerah maupun pusat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui proses
collaborative governance serta factor-faktor yang mempengaruhinya. Kerangka kerja Ansell
dan Gash digunakan untuk identifikasi proses collaborative governance yang meliputi
kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan kelembagaan.

Governance bermaksud untuk pengaturan dan pengkooordinasian tujuan (Bramwell &
Lane, 2011). Mengkoordinasikan pemangku kepentingan untuk perancangan dan
pengembangan tujuan merupakan tujuan dari governance (Presenza et al.,, 2015).
Governance berusaha untuk mewujudkan berbagai actor dapat berkolaborasi dan
menyumbang terhadap pembuatan kebijakan dalam penerapan pembangunan berkelanjutan
dengan  komitmen, sinergi, dan kolaborasi yang berharga (Presenza et al., 2015).
Governance berbicara tentang struktur dan proses yang bertujuan untuk mengetahui
penyebab permasalahan pada desain kelembagaan, hubungan pribadi, dan pola kerjasama
(Beritelli & Bieger, 2014). Dimensi partisipasi, legitimasi, transparansi, dan efisiensi

merupakan hal penting dalam good governance, seperti penelitian yang telah dilakukan
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(Pechlaner et al., 2010). Semua aktor baik publik maupun swasta harus dapat melaksanakan
kerjasama dalam hal kekuatan, keahlian, dan sumberdaya untuk ketercapaian tata kelola.
(Bramwell & Sharman, 1999; Hanafi, 2019; Valente et al., 2015). Akan tetapi, walaupun
tata kelola pariwisata berfokus pada bisnis, actor pemerintah sering terlibat lebih banyak
(Bichler, 2021; Bramwell, 2011).

Tata kelola yang baik dalam pariwisata sangat membutuhkan adanya kolaborasi
berbagai actor karena industri pariwisata terdiri dari beragam actor yang dengan bersama
menyediakan layanan pariwisata. Hal yang penting adalah mengelola hubungan antar
pemangku kepentingan untuk peran dan keuntungan (Garrod et al., 2012; Wagner & Peters,
2009). Akan tetapi jika terjadi hambatan dalam kolaborasi antar stakeholder dapat
menambah dana dan waktu (Fung, 2015; Garrod et al., 2012). Kolaborasi antar aktor sangat
penting untuk tata kelola yang baik karena pariwisata dikenal mewakili industri yang
terfragmentasi dengan beragam aktor yang bersama-sama menyediakan layanan pariwisata.
Dalam konteks ini, mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingan menjadi
penting untuk memastikan legitimasi dan penerimaan. Namun, hubungan ini bisa mahal dan
memakan waktu ketika hambatan yang luas dan berbagai untuk terlibat dengan para
pemangku kepentingan ada. Penilaian factor pendorong dan penghambat akan diketahui
dilihat dari proses dalam collaborative governance (Ansell & Gash, 2007)

Penelitian collaborative governance telah dilakukan di bidang pariwisata, tetapi
identifikasi proses dan keberhasilan dalam pengembangannya belum banyak dilakukan.
Keberhasilan dan kesuksesan collaborative governance mengharuskan adanya kerjasama,
koordinasi, dan kolaborasi serta peran dari manajer publik (Ansell & Gash, 2007; Robertson,
2011). Proses kolaborasi perlu memperhatikan faktor pembangunan kepercayaan, komitmen
untuk memproses, pemahaman bersama tentang tujuan dan keyakinan strategis, perantara
hasil, dan dialog tatap muka (Ansell & Gash, 2007). Kepemimpinan dan desain kelembagaan
sangat dibutuhkan dalam pencapaian collaborative governance (Beritelli & Bieger, 2014;
Fung, 2015; Pechlaner et al., 2014). Selain itu perlu dilakukan pembagian peran antar actor
dalam penerapan collaborative governance. Collaborative governance sangat terstruktur
dengan baik yang secara empiris Ansell dan Gash menyediakan panduan untuk analisis tata
kelola. Sehingga menarik untuk meneliti pengembangan pariwisata melalui collaborative
governance di Kabupaten Magelang untuk mengetahui proses dan faktor-faktor yang

mempengaruhi.
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METODE

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk
mengetahui fakta collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Magelang.
Data yang digunakan bersumber dari wawancara, buku, artikel, majalah, dokumen, catatan
sejarah, dan sebagainya. Objek pada penelitian ini adalah collaborative governance dalam
pengembangan pariwisata. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya
penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh
hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik triangulasi.

Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis taksonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Kabupatem Magelang mengembangan pariwisata dengan mengikutkan berbagai aktor.

Collaborative governance secara strategis dilakukan melalui dimensi struktural birokrasi,
sosialisasi dan pelaksanaan. Kerjasama pengelolaan pariwisata dilakukan dengan perjanjian
yang mengatur semua pihak aka tetapi yang terjadi cendrung hanya sebatas kewajiban
administratif. Untuk mengoptimalkan pengembangan pariwisata dilakukan upaya konkret
dari pemerintah daerah untuk merumuskan program-program kerjasama yang dapat menarik
partisipasi dari pihak swasta, masyarakat umum, akademisi dan media sehingga peran
masing-masing aktor dapat diintegrasikan dalam pengembangan pariwisata.

Collaborative governance yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan
partisipasi berbagai aktor dapat berkembang secara optimal sehingga memberikan manfaat
yang dirasakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah meningkatnya pendapatan asli
daerah (PAD), walaupun kalau dilihat dari jumlah wisatawan tidak begitu signifikan.
Melalui kombinasi kekuatan, kepentingan, dan pengaruh, terdapat sekelompok pemangku
kepentingan yang menyebabkan kolaborasi menjadi tidak seimbang. Beberapa pemangku
kepentingan mendominasi manajemen dan yang lain terbatas pada peran pendukung dan
bahkan mungkin pasif. Kondisi ini menghambat komunikasi antar pemangku kepentingan
dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam berkolaborasi. Tata kelola kolaboratif
secara konseptual ideal, tetapi dalam konteks tingkat pemangku kepentingan lintas sektoral
yang berbeda.

Kerjasama pentahelix yang dijalin diawali dengan destinasi wisata sebagai inisiator,

pengelola anggaran, dan penyusun kegiatan, sedangkan pemerintah sebagai mitra dan
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regulator. Pengembangan desa wisata bertumpu pada kekuatan dan potensi lokal dan
berorientasi pasar. Praktik-praktik tersebut bertujuan untuk mendorong pembangunan
masyarakat dari bawah ke atas. Pada pengembangan pariwisata, terkadang masyarakat
menerima manfaat pariwisata yang terbatas karena berbagai kendala, termasuk
keterlibatannya yang tidak memadai dalam proses pengambilan keputusan dan
implementasinya, aksesnya yang terbatas ke berbagai sumber daya, permintaan pariwisata
yang rendah, dan tenaga kerja yang tinggi serta biaya lainnya. Daya tarik wisata dan
partisipasi masyarakat mempengaruhi keputusan wisatawan dalam menentukan destinasi
wisata di Kabupaten Magelang.

Pergeseran cara promosi ini terletak pada media yang digunakan dengan
kecenderungan dilakukan melalui media online dibanding cara konvensional (offline) untuk
tahun-tahun sekarang ini. Cara berpromosi ini sangat tepat digunakan melihat
kecenderungan masyarakat jaman sekarang yang lebih banyak menggunakan sarana gadget
untuk berselancar didunia maya melalui media sosial dan fasilitas online lainnya. Pariwisata
berbasis masyarakat dan peran aktif masyarakat dalam mempromosikan wisata melalui
pendekatan digital sangat berdampak dalam pengembangan potensi dan promosi pariwisata
di Kabupaten Magelang. Bentuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yakni
peningkatan pemasaran dan aksesbilitas, peningkatan mutu dan pelayanan. Partisipasi yang
dilakukan oleh masyarakat berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian.

Dalam perkembangannya, pemerintah sadar bahwa pariwisata perlu melibatkan
kerjasama dengan instansi terkait. Tata kelola kolaboratif pariwisata dibentuk melalui
kolaborasi yang luas dan adil antara aktor pemerintah dan non-pemerintah baik di dalam dan
di luar destinasi. Dalam proses kolaborasi pengembangan pariwisata di Magelang
melibatkan seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan
sebagainya. Kerjasama antara komunitas, pemerintah, pelaku usaha, akademisi dapat
digunakan untuk meningkatkan promosi wisata. Pengembangan pariwisata dalam
pelaksanaannya melibatkan pihak swasta agar pengembangan dan pembangunan di objek
wisata dapat optimal.

Masing-masing actor dengan spesialisasi kemampuan akan melaksanakan tugasnya
dengan optimal. Peran tersebut akan mendukung kualitas kolaborasi tata kelola pariwisata
dan nantinya juga akan meningkatkan pemerataan kesejahteraan bersama. Pengembangan
pariwisata diperlukan kemauan politik dari pemerintah untuk meningkatkan sistem
koordinasi. Hubungan timbal balik antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat
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dalam pengelolaan pariwisata dapat menjadi sangat kompleks karena masing-masing
pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang berbeda.

Kepemimpinan merupakan pendorong utama dalam kolaborasi sehingga mendukung
kepercayaan dan komunikasi di antara pengusaha dan perwakilan badan publik. Untuk
menerima umpan balik kritis, para pemangku kepentingan harus terus berkomunikasi satu
sama lain. Perkembangan produk, pasar dan pemasaran di destinasi wisata telah coba
dilakukan untuk berbagai dstinasi wisata. Antara pemerintah dan masyarakat mempunyai
peranan tersendiri. Partisipasi masyarakat berbentuk ide, dana, tenaga, keahlian. Instansi
pemerintah melakukan penyuluhan dan pelatihan.

Pengembangan sektor pariwisata telah menjadi prioritas pembangunan ekonomi yang
berbasis pada potensi daerah. Bentuk dan jenis potensi wisata yang beranekaragam telah
dikembangkan dan dikelola dengan baik melalui collaborative governance. Dengan
collaborative governance, upaya untuk meningkatkan partisipasi berbagai aktor pada
destinasi wisata dapat berkembang secara optimal sehingga memberikan manfaat yang
dirasakan oleh pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata bertumpu pada kekuatan dan
potensi lokal serta berorientasi pasar. Dalam pengembangan pariwisata perlu penyediaan
sarana dan prasarana yang menunjang, serta fasilitas lain seperti promosi, transportasi dan

akomodasi dan pemasaran yang terpadu.

Pembahasan Hasil Penelitian
Pengembangan pariwisata di kabupaten Magelang dilakukan dengan mengikutkan

berbagai aktor. Collaborative governance secara strategis dilakukan melalui dimensi
structural birokrasi, sosialisasi dan pelaksanaan. Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan
revitalisasi meliputi empat komponen, yaitu kondisi awal, komitmen, desain kelembagaan,
kondisi akhir (Sururi, 2018). Kerangka kerja Ansell dan Gash digunakan untuk identifikasi
proses collaborative governance yang meliputi kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan
kelembagaan (Ansell & Gash, 2007).

Kepercayaan dan komitmen dapat dibangun dengan kuat melalui Memorandum of
Understanding (MoU) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Belum meratanya
kualitas kolaborasi tata kelola pariwisata disebabkan oleh lemahnya penguatan bangunan
kepercayaan antar para pihak stakeholder pariwisata untuk bersedia melakukan tata kelola
pariwisata yang kolaboratif (Matthoriq et al., 2021). Pemahaman bersama dalam tata kelola
pariwisata yang sudah terbangun diantara pihak stakeholder pariwisata, perlu dikembangkan
bentuk pemahaman bersama yang lebih dapat mengakomodir kepentingan pihak stakeholder
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pariwisata baik secara langsung dan tidak langsung. Strategi integrasi pengembangan objek
wisata dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan
pengembangan objek wisata. (Rahadyan, 2019). Adanya kolaborasi antara instansi terkait
untuk mengembangkan pembangunan dan pariwisata untuk menarik wisatawan (Brata,
2019). pendekatan partisipatif kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar inovasi
kebijakan Collaborative governance memiliki nilai faktor dan dampak strategis (Sururi,
2018)

Komitmen Pemerintah Magelang untuk pengembangan pariwisata di daerahnya
dilakukan melalui beberapa aksi. Upaya pemerintah daerah dan masyarakat dengan
menghadirkan beragam jenis icon baru destinasi pariwisata berbasis masyarakat (community
based-tourism) akan tetap exsist dan sustainable dengan tersedianya sumberdaya masing-
masing aktor. Pendekatan collaborative governance dapat digunakan sebagai alternatif
solusi, khususnya dalam membangun tata kelola pariwisata yang kolaboratif guna
memperkuat karakter destinasi wisata sekaligus bangunan network pariwisata. (Matthoriq et
al., 2021). Komitmen para pihak stakeholder pariwisata untuk melalukan proses kolaborasi
yang panjang dan kompleks menjadi tantangan yang belum dibangun bersama (Matthoriq et
al., 2021). Keterlibatan stakeholder dalam collaborative governance pariwisata dapat dilihat
dari kuantitas actor yang terlibat. Kesamaan visi, partisipasi, jejaring dan kemitraan antara
stakeholder yang terlibat antara pemerintah, swasta dan masyarakat setempat akan
memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan dalam pengelolaan operasional (Wiwin
et al., 2020)

Kepemimpinan memainkan peran penting dalam memungkinkan proses kolaboratif
dalam pariwisata di Magelang. Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam
collaborative governance (Bichler & Ldsch, 2019). Sementara kepemimpinan yang kuat
hadir di tingkat organisasi dan sebagian di tingkat destinasi, studi kasus destinasi kurang
memiliki kepemimpinan di tingkat regional. Pada tingkat tujuan, kepemimpinan adalah
pendorong utama collaborative governance yang mendukung kepercayaan dan komunikasi
di antara pengusaha dan perwakilan badan publik. Para pemimpin menunjukkan komitmen
yang kuat untuk proses kolaboratif karena mereka menyadari saling ketergantungan yang
menjadi ciri industri pariwisata. Pemangku kepentingan harus terus berkomunikasi satu
sama lain. Adanya hambatan dalam pelaksanaan collaborative governance dalam pariwisata
maka perlu keseriusan dengan dibarengi komitmen yang tinggi dari para pejabat publik
untuk menyelesaikan permasalahan sangat dibutuhkan. Faktor intensitas komunikasi dan

koordinasi menjadi kata kunci agar dapat mengambil keputusan yang tepat.
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Kelembagaan diperlukan dalam pengembangan pariwisata di Magelang. Pelaksanaan
pengembangan pariwisata dilakukan oleh beberapa pihak sehingga perlu diatur peran dan
pengorganisasiannya. Kerjasama pengelolaan pariwisata dilakukan dengan perjanjian yang
mengatur semua pihak. Pada perjanjian tersebut harus tertulis pihak-pihak yang terlibat,
tidak hanya beberapa pihak secara administratif. Apabila perjanjian tersebut tidak tertulis
semua pihak maka pelaksanaan kolaborasi akan terhambat terkait dengan batasan peran
(Mafaza & Setyowati, 2020). Adanya MoU terkadang masih mengalami berbagai hambatan
dalam pelaksanaan pengelolaan terkait dengan perencanaan dan sinergi kerjasama (Sururi,
2018)

Pengelolaan pariwisata tidak cukup mengandalkan pemerintah saja. pemerintah perlu
berkolaborasi dengan pihak lainnya. Selain itu perlu adanya aturan yang jelas dari pihak desa
adat sehingga masyarakat mempunyai peran yang jelas dalam pengelolaan (Yasintha, 2020).
Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten
Magelang Tahun 2014-2034. Kolaborasi yang dilakukan oleh pemeritah pusat, pemerintah
daerah, masyarakat, komunitas, pelaku swasta, pihak akademis, Non-Governmental
Organization (NGO) dan lain sebagainya, merupakan kekuatan dalam mengembangkan
potensi pariwisata yang ada (Rozikin et al., 2019). Adanya pola kerjasama dan komunikasi
yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan berbagai aktor diantaranya pihak swasta,
masyarakat, akademisi dan media (Kirana & Artisa, 2020). Implementasi kolaborasi
pentahelix dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan unsur akademik,
bisnis, komunitas, pemerintah, media (Rosardi et al., 2021). Masyarakat juga diberdayakan
melalui kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di masing-masing desa wisata.

Masing-masing aktor memiliki kontribusi sesuai dengan perannya masing-masing.
Hubungan timbal balik antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat diperlukan
dalam pengelolaan pariwisata (Pujiyono et al., 2019). Hubungan tersebut menjadi sangat
kompleks karena masing-masing pemangku kepentingan memiliki kepentingan yang
berbeda. collaborative governance perlu adanya kerjasama untuk memudahkan proses
kolaborasi antar pemangku kepentingan di berbagai sektor ekonomi dan sosial. (Barandiaran
et al., 2019). Perjuangan untuk merumuskan pendekatan tata kelola kolaboratif pariwisata
masyarakat yang adil dan efektif dapat membawa manfaat sosial ekonomi yang positif bagi
desa dan komunitas pedesaan lainnya (Keyim, 2018). Beberapa praktik kelembagaan yang
tidak memuaskan terjadi dalam pengembangan pariwisata.
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Collaborative governance dapat berjalan dengan baik dengan ditandai para
stakeholder sudah menjalankan tugas pokoknya secara maksimal berdasarkan 8 indikator
kolaborasi dari DeSeve diantaranya networked structure, commitment to a common purpose,
trust among the participants, governance, access to authority, distributive
accountability/responsibility, information sharing, dan access to resources (DeSeve, 2007).
Untuk dapat lebih menegaskan maka perlu secara administratif dalam perjanjian kerjasama
tidak hanya mengatur seluruh stakeholder terkait sehingga dapat menjelaskan keterlibatan
stakeholder (Mafaza & Setyowati, 2020).

Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata perlu adanya dukungan
regulasi secara penuh bagi seluruh stakeholder terkait. Pengembangan pariwisata diperlukan
upaya konkret dari pemerintah daerah untuk merumuskan program-program kerjasama
sehingga peran masing-masing aktor dapat diintegrasikan (Kirana & Artisa, 2020).
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik di bidang pariwisata melalui penciptaan ruang
interaksi formal mendukung pengembangan pariwisata (Barandiardn et al., 2019).
Keberhasilan kolaborasi adalah kondisi yang ditawarkan oleh daerah untuk menjalin
hubungan kerjasama. Kondisi ini memudahkan proses kolaborasi antar pemangku
kepentingan di berbagai sektor ekonomi dan sosial. Selain itu pendekatan partisipatif kepada
masyarakat perlu terus dilakukan agar inovasi kebijakan Collaborative governance memiliki
nilai faktor dan dampak strategis.

Pengelolaan pariwisata tidak menjadi tugas pemerintah semata. Pengelolaan
kepariwisataan kini tidak lagi dapat dibebankan hanya kepada salah satu actor sesuai dengan
good tourism governance (Matthoriq et al., 2021). Semakin banyak actor yang terlibat akan
meningkatkan pengelolaan pariwisata dengan baik. Dalam proses kolaborasi melibatkan
seluruh pemangku kepentingan yaitu pemerintah, swasta, masyarakat, dan sebagainya.
Kolaborasi antara pemeritah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, komunitas, pelaku
swasta, pihak akademis, NGO dan lain sebagainya, merupakan kekuatan dalam
mengembangkan potensi pariwisata yang ada.

Kepemimpinan memainkan peran penting dalam memungkinkan proses kolaboratif
dalam pariwisata (Bichler & Lésch, 2019). Kepemimpinan memainkan peran penting dalam
memungkinkan proses kolaboratif dalam pariwisata (Bichler & Ldsch, 2019). Pemerintah
daerah dan masyarakat harus dapat menghadirkan beragam jenis ikon baru destinasi
pariwisata berbasis masyarakat (community-based tourism). Pada saat ini banyak negara
telah berupaya mengemas pariwisata yang dapat memberikan perbedaan dan daya saing

yang kuat terhadap negara-negara lain, yaitu melalui dasar pola pengembangan pada sektor
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budaya dan kearifan local atau Indigenous Tourism (Rozikin et al., 2019). Pengembangan
desa wisata harus bertumpu pada kekuatan dan potensi lokal serta berorientasi pasar. Dalam
pengembangan desa wisata perlu penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang, serta
fasilitas lain seperti promosi, transportasi dan akomodasi dan pemasaran yang terpadu.

Tata kelola kolaboratif diperlukan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di
masa mendatang. Model tata kelola kolaboratif destinasi wisata menciptakan hubungan yang
harmonis antara pemangku kepentingan yang terlibat. (Wiwin et al., 2020). Model pariwisata
berkelanjutan melibatkan dimensi sosial, ekonomi, ekologi, budaya, dan pendidikan.
Agrowisata berkomitmen untuk menjadi wahana wisata keluarga, wisata dinas, dan study
tour dengan mengutamakan eduwisata dan memberikan wawasan ekologis (Rosardi et al.,
2021). Wisata berkelanjutan yang diterapkan berpotensi meningkatkan pendapatan atau
omzet baik bagi perusahaan maupun masyarakat sekitar. Keunikan sebagai penunjang daya
tarik Agrowisata untuk dapat selalu berkomitmen menerapkan prinsip-prinsip pariwisata
berkelanjutan. Pembangunan wisata berkelanjutan merupakan salah satu penerapan
sustainable development goals untuk menciptakan periwisata yang ramah lingkungan dan
mengurangi tingkat penganguran masyarakat setempat. Kawasan ekowisata dengan potensi
yang dimiliki dapat dikembangkan karena wilayah yang masih alami dan menyuguhkan
pemandangan alam yang sangat indah dan menarik.(Sugiharti & Sari, 2020)

Mengubah mindset wisata tidak lagi berpusat pada satu tempat semata, tetapi
pariwisata berbasis landscape budaya dan masyarakat di sekitarnya. Sehingga daerah sekitar
perlu berbenah dengan berbagai program pembangunan pendukung dalam rangka
menangkap peluang pengembangan ekonomi untuk meningkatkan pembangunan daerah dan
kesejahteraan masyarakat (Sofianto, 2018). Promosi pariwisata dilakukan khususnya dengan
komunikasi pemasaran kepariwisataan untuk meningkatkan lama kunjungan wisatawan.
Daya tarik wisata dan partisipasi masyarakat mempengaruhi keputusan wisatawan dalam
menentukan destinasi wisata di Kabupaten Magelang. Pariwisata berbasis masyarakat dan
peran aktif masyarakat dalam mempromosikan wisata melalui pendekatan digital sangat
berdampak dalam pengembangan potensi dan promosi pariwisata (Muliawanti & Susanti,
2020). Pergeseran cara promosi ini terletak pada media yang digunakan dengan
kecenderungan dilakukan melalui media online dibanding cara konvensional (offline) karena
kecenderungan masyarakat jaman sekarang yang lebih banyak menggunakan sarana gadget
untuk berselancar didunia maya melalui media sosial dan fasilitas online lainnya (Susilo &
Yulianto, 2018)
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Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui peningkatan pemasaran dan
aksesbilitas serta peningkatan mutu dan pelayanan. Pelayanan prima sangat dibutuhkan oleh
masyarakat (Hanafi, 2020). Faktor pendorong dalam pengembangan objek wisata adalah
tingkat kedatangan wisatawan yang meningkat setiap tahunnya karena lokasi tempat wisata
yang strategis dan berdekatan satu sama lain (Rahadyan, 2019). Model pengembangan
alternatif dengan melibatkan masyarakat. Kolaborasi antara instansi terkait dibutuhkan
untuk pembangunan dan pariwisata melalui peningkatan promosi wisata untuk menarik
wisatawan (Brata, 2019). Dalam meningkatkan sector wisatawan, di butuhkan publikasi
dalam media sosial daya tarik media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia
sekarang (Surya, 2021). Media sosial bagaikan teknologi informasi yang cepat dan akurat
guna meningkatkan daya tarik pengunjung sehingga menaikan wisatawan dan
mempengaruhi sector keberlanjutan wisata. Berbagai jenis dukungan (misalnya, dukungan
pemasaran, subsidi bisnis, dan pelatihan keterampilan kejuruan) dari aktor negara dan non-
negara untuk mengembangkan bisnis (Keyim, 2018).

Intensitas komunikasi dan koordinasi menjadi kata kunci agar dapat mengambil
keputusan yang tepat. Dalam pelaksanaan collaborative governance tersebut, dibutuhkan
komunikasi yang efektif untuk memudahkan para aktor melakukan kolaborasi sehingga
dapat mengoptimalkan perannya dalam pengembangan desa wisata. Selain itu koordinasi
antar pemangku kepentingan untuk berpartisipasi secara penuh agar tercipta kolaborasi
dengan kapasitas prosedural, kepemimpinan, pengetahuan, dan sumber daya. Pesatnya
perkembangan pariwisata harus diiringi dengan pemerataan kesejahteraan dan keberlanjutan
pembangunan kepariwisataan. Masyarakat juga harus lebih dilibatkan dalam pembangunan
prasarana tambahan seperti kios dan lainnya sehingga masyarakat sekitar bisa mendapatkan

pendapatan lebih.

KESIMPULAN

Collaborative governance dalam pengembangan pariwisata di Magelang terselenggara
dengan memperhatikan aspek kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, dan kelembagaan.
Kepercayaan antar pihak terkait menjadi awal terbentuknya komitmen untuk melaksanakan
kerjasama. Dalam collaborative governance perlu kepemimpinan yang memimpin
berjalannya proses kolaborasi. Wujud dari collaborative governance maka perlu adanya
kelembagaan dalam pengelolaan pariwisata. Keberhasilan collaborative governance sangat

dipengaruhi oleh regulasi, pemetaan stakeholder, peran stakeholder, dan komunikasi yang
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terjalin antar stakeholder. Regulasi akan memudahkan menetukan stakeholder beserta
perannya dan menciptakan komunikasi yang baik antar stakeholder.
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